BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAIIA EEA
BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Ketahianan Pangan Kabupaten Buton,

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat |6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19453;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [T di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74,
Tambahan Lembszran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemertintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambalhian Leinbaran
MNegara Republik Indencsia Nomor 4438.);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor &2, Tamhahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3234)

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Normor 54934 |

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Menetapkan :

Lo

1.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor [8 Tahun 20[6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1144;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisast  Kementerian  Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40/ Permentan/OT.010/08/2016 tentang  Pemetaan
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang
Pertamian;

FPeraturan Menteri Pertanian Nomor
43/ Permentan/OT.010/08/2016 tentang  Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan
dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan
Kabupaten [ Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjad
Kewenargan Pemerintah Kabupsten Buton Sebagai
Daereh Ownum (Lemnbaran Dezerah Kabupalen Buton
Tahun 2016 Nomor 112};

12.craturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor & 2 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Butcn;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Hasal 1

Dalam Peratuiran ini, vang dimaksud dengan:

1D

i

Daerah adalah Kabupaten Buton.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
Bupati adalah Bupati Butor.

Wakil Supat: adalah Wakil Bupati Buton.



10.

5

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yvang selanjutnva
disebut DPRD adsalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Duton.

Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton.

Dinas Ketahansn Pangan yang selanjutnya disebut Dinas
Ketahanan pangan adalah Dinas Ketahanarn Pangan
Kabupaten Buton.

Kepala Dinas ketahanan Parngan adalah Kepala Dinas
Kelahanan Pangan Kabupazen Buton.

Sekretarniat adalah Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Buton.

Sekretaris Dinas vang selanjutnya disebut Sekretaris
adalali Sckrictaris Dinas Kelalianan Pangan Kabupalen
Buton.

Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Buton.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
ketehanan Pangan Kabupaten Buton.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kketahanan
Pangan Kabupaten Buton.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
ketzhanan Pangan Kabupaten Buton.

Seksi adalah Seksi pada Dinas ketahanan Pangan
Kabupaten Buton.

Kepala Secksi adalah Kepala Seks] pada Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Buton.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjuinya disebut
1IPTN adalah unsur pelaksana teknis Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiztan
teknis operasional dan/atau kegiatan leknis penunjang
lertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional di lingkungan Dinas ketahanan Pangan
Kabupaten Buton.



(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

()

BAB 11
KEDUDUEKAN

Pasal 2
Dinas Ketahanan Pangar adalah unsur pelaksana urusan
pemerintahan dibidang Kelahanan Pangan yang menjadi
kewenangan daerah.
Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Selretarie Deerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pazal 2

Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Daerah Tipe B.
Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

t. Sekretariat;

c. Bidang Ketersediazn dan Kerawanan Pangan;
d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;

c¢. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

f.  Sub Bagian /Seks:;

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagamena dimsksud pada pada Ayat (2)
Huruf b terdiri atas :

a. Subbagian perencanaan dan Evaluasi; dan

L. Sublbagian Umum, Kepagawaian, Keuangan dan Aset
Bidang Ketersediaan dan kerawanan Pangan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :

a. Seksi Ketersediaan Pangan

h. Sekst Kerawanan Pangan

c. Seksi Sumber Daya Pangan.

Bidang Disuibusi dan Cadangan Pangan scbagaimana
dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :

a. Seksi Disiribusi pangan



b. Seksi Harga Pangan
¢ Seksi Cadangan Pangan
(6) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimeana
dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas ;
a.  Seksi Konsumsi pangan
b. Seksi Penganekarzgaman konsumsi pangan
c. Seksi keamanan pangan
(7) Struktur Organisasi Dinas Pekerjoan Umum dan Penataan

Ruang tercarium dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 4

(1) Sekretanat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 avat (2)
huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4
huruf c,huruf d,huru’ e, hurcf f, dan huruf g, dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertangegungjawab  kepada Kepala Dinas melalui
Sekretars.

(3) Subbagian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
dipimpin olech seorang Kepala Subbagian yang berada i
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat
(5), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) dipimpin oleh seorang
Kcpala Scksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada kepala Bidang masing-masing.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagman Kesatu
Umum

Paszl 5

(1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan wrusan pemerintahan

menjadi kewenangan daerah dibidang Ketahanan Pangan.



(1)

(2)

(2) Dinas ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas

sehagaimans dimsksud pada ayat (1) menyelenggaralkan

fungsi:

d. perumusan kebijakan teknis sesual dengan lingkup
lugasnya;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya;

¢. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang Urasan Pemerintahan Daerah sesuai
dengan hingkup tugasnva;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleli Bupat

sesuail dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Kedua
Kepala Dinas

Pasal A
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan urusan pemerintahan yvang mcnjadi
kewenangan dacrah dibidang Ketahanan Pangan berazaskan
otonomi daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan
kegiatan dibidang Ketahanan pangan serta membina
hubungan keria dengan instansi Pemerintsh, Swasta dan
Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagsimana
dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebiakan teknis di bidang Ketahanan
Pangan
b. Pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan
pelayanan urmnum
¢. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan kelompok
jabatan [ungsional
d. Pelaksanaan pengelolaan urusan dibidang
kesekretarietan dinas
e. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai fugas dan

kewenangannya; dan



[

Pelaksanaar. tugas lain vang di berikan oleh kepala

daerah sesnai dengan tugas pokok dan fungsinya.

SBagian Ketiga
Sckretariat
Pasal 7

(1) Sekretars Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan

teknis dan administrasi kepada seluruh unit orgamsasi di

lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada Avat (1) wncnyelenggarakan fungsi :

H.

koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di
bidang di bidang ketahanan pangan;

pcmbinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi  ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip, dan dokumentasi;

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
kecordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;

pengelolaan barang milik /kekayaan negara; dan
pelaksanaan tugas lan yang diberikan olen Kepala

Dinas sesuail dengan tugas dan fungsinva

Pasal &

Kepala Sub Bagian perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan,

mempunyal tugas menylapkan bahan penyusunan rencana,

program, dan anggaran serta pcmantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Umum, <epegawaian, Keuangan dan assel

sebagaimana, mempunyai tugas :

8. Melaksanakan evaluasi  dan penyusunan organisasi,

tatalaksana, dan rcformasi birokrasi, urasan kepegawaian

b. penyusunan rancangsn peraturan perundang-undangan,dan

c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta

urusan tata usaha



‘ Bagian Keempat
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 10

(1] Kepala Bidang Ketersediaan dan Xerawannan Pangan mempunyai

tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian pendsmpingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang

ketersediaan dan kerawanan pangan

(2) Kepala Bidang Ketersediasn dan Kerawanan Pangan dalam

melaksanakan lugas scbapaimana dimaksud pada  ayat 1

menyelenggarskan fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan,

i

penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber daya pendulung ketahanan
pangan lainnya;

penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di
bidang ketersediaan, pernanganan kerawanan pangan dan
koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya
pendukung ketahanan pangan lainnya,
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan,
penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan
pangsn lainnya;

pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi
penyediaan  infrastruktur  pangan, dan sumber daya
pendukung ketahanan pangan lainnya;

penylapan pementapan program di bidang ketersedizan,
penanganan kerawanan pangan dan koordinasl penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber daya pendulkung ketahanan
pangan lainnya;

pelaksanaan ovmanlauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
dibidang ketersediaan, penanganan <erawanan pangan dan
koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya
pendukung ketahanan pangan lainnya;

Penyediaan infrastruktur  dan seluruh pendukung
kemandirinan panganpada berbagai sektor sesuai kewenangan

Daerah Kabupaten/xota;



(1)

h. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan
kecamatan;

i. Penanganan kerawanar pangan kabupaten/kola;

J-  Pengadaan ,pengelolazn dan penyaluran cadangan pangan
pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah
kabupaten/kota;

k. pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan lungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas Melalcukan
penyiapan koordinasi, pengkejian, penyusunan dan pelaksanaan
kebjjakan, pemantapan, serta pemoenan pendampingan,
pemantauan, dar evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan

pangan.
Fasal 12

Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas Melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, <erta pemberian pendampingan,

pemantauan, dan ecvaluasi di bidang penanganan kerawanan

pangarn.

Fasal 13

Kepala Seksi Sumber Daya Pangan mempunya: tugas Melakukan
penyiepan koordinasi, pengkajian, peryusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,
permantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktar dan

sumber daya pangdarn.

Dagian Kelima
Ridang Distribusi dan Cadanpgan Pangan

Pasal 14

Kepala Bidang Distribusi dan cadangan Pangan mempunyail tugas
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kehbijakan, pembenan

pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang

distribusidan cadangan pangan.



(2) Dalam melaksanakan tugas schbagaimana dimaksud dalam pasal
14, Ridang Distribusi dan Cadszngan Pangan menyelenggarakan
fungsi :

a. penylapan pelaksanaan koordinasi di  bidang distribusi
pangan,harga pangan, dan cadangan pangan;

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijekan daerah di
bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

¢. penylapan  pclaksanaan  kebijakan  di bidang  distribusi
pangan,harga pangan, dan cadengan pangan;

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang
distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

e. penyiapan pemantapan program di hidang distribusi pangan,
hargn pangan, dan cadangan pangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evauasi dan pelaporan kegiatan di
bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
dan

g. pelaksanaan tugas lain vang diberikan cleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paszl 15
Kepala Selsi Distmbusi Pangan mempunyal tugas Melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,

pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

Pasal 15
Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyvusunan dan pelaksanaan
kcbijakan, pemantapan, serte  pemberian  pendampingan,

pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan.

Pasal 17
Kepala Seksi Cadangan Pangan mempunyal tugas melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta  pemberian  pendampingan,

pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.



Bagian Keenam
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Pasal 18

(1) Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.

(2) Dalam meleksanakan tugas sebagaimanz dimeksud dalam pasal

18, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menjalankan fungsi :

a. penyiapan pelakeanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan,
penganckaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

b. penylapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di
bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi
pangan, dan keamanan pangan:

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan,
penganckaragaman konsumsi panpan, dan keamanan pangan;

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang
konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan
keamanan pangan;

£. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan,
penganckaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan d:
oidang konsumsi  pangan, penganckeragaman konsums:
pangan, dan keamanan pargan; dan

g. pelaksanaan tugas lain vang diberikan clek Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Pasal 19
Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai migas melakukan
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,

pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

Pasal 20
Kepala Seksi Penganeka ragaman konsumsi pangan mempunyai tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemaniapan, serta pemberian pendampingan,
pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi

pangan dan pengembangan pangan lokal.



Pasal 21

Kepala Scksi keamanan pangan mcmpunyal tugas mclakukan
penylapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,

pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

BAB WV
TATA KERJA
Pasal 22

Setiap unsur di  Lingkiungan Dinas Ketahanan Pargan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi harus menecrapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Ferindustrian
senidiri maupun dalam hubungar antar Dinas Ketahanan Pangan

dengan Perangkat Daerah dan /atau lembaga Lain yang terkait.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang
telah ditetapkan.

(2) Penyerahan dan petunjuk scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab
serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di

bawahnyva.



Pasal 25
Atas dasar pertimbangan daya gpiina dan hasil guna setiap pejabat di
lingkungan Dinas Kctahanan Pangan depat mendelegasikan kewenangan
tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan

Peruncang-Undangan.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselon
Pasal 26
'1) Kepala Dinas merupzkan jabatan struktural eselon I11b atau jabatan
pimpinan tingg pratama.
(2) Sekretaris Dinas mcrupakan jabatan strukural eselon Illa atau jabatan
administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon b atau jabatan
administrator.
(4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural
eselon IVa atau jabatan pengawas.
(5) Kepala UPTD wmecrupakan jabatan struktural esclon Vb atau jabatan

pengawas.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 27
(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepale Bidang, Kepala Subbagan,
Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan
diberhenzikan oleh Bupati.
(2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebhagaimana dimaksud
puda ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang

undangan

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 28
(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.



{2) Selain biava vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebapgaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas ketashanan
Pangan dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BARE VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Jenjang jabatan dan keparngkatan serta susunan kepegawaian diatur

sesudl dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 30
(1) Di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dapat dibentuk UUPTT) sesuai
dengan kcbutuhan dar besarnya bcban kerja berdasarken Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.
(2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 31

Di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dapat dibentuk kelompok
jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

BAB TX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.
Pasal 33

(1} Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UFTD yang sudah
dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang
baru.

(2) Pembentukan UPTD sebagamana dimakasud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkarnya
Peraturan Bupati ini.



BAB X
PENUTUP

Pasal 34
(Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Badan Pelaksanan Penyuluh Pertanian, Perikanarn,
kehutanan dan Kettahanan Pangan Kabupaten Buton dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seligp vrang mengcelahuinya, memerinitahkan  penpgundangan
Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Derita Daerah
Kabupaten Buton.

Dietapkan di Pasarwajo

PARAE pada tanggal {3 Oktober 2016
Saeh .‘l BUPATI BUTON,
Cer -3
Ka. Bograe . L
(Uoog, . lhioom @gl
l:%a - Ocfeg f—« SAMEU UMAR AEDUL SAMIUN




BAB X
PENUTUP

Pasal 34
(Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton
Nomor 55 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan
Tata Kerja Badan Pelaksanan Penyuluh Pertanian, Perikanan,
kehutanan dan Kettaohanan Pangan Kabupaten Buton dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengelahuinva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

Dilclepkan i Pasarwajo

PARAF pada tanggal 1% Oktober 2016
2
. BUPATI BUTON,
o BR%4cap
Keoa . Hhirem o CAP/TTD
fdomy O, | 1

SAMSU UMAR AEDUL SAMIUN

Diundangkan diPasarwajo
Pada tanggal 4 O = 2016
Plt. SEKRETARIS DA H KABUPATEN EUTON,

KASIM,SH
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19520101 1985903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ..J.29
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